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Abstract 
This research aims at finding out the performance of district office in administration service 
at Poso Pesisir Utara, Poso rgency.the method of this research is a qualitative with 11 informants 
selected by using purposive sampling. Techniques of the data collection of this research are: 
observation, interviews, and documentations. The result of this research shows that the 
performance of district Office at Poso Pesisir Utara Poso Regency has not met the expectation of 
the society. It can be seen from the level of understanding of the duties and functions in accordance 
with applicable regulations, the sensitivity of the job duties with the results achieved and priorities 
to task and urgent works and consistency between the tasks and the functions of each section with 
the activities carried out by the District  Office at Poso Pesisir Utara and acuntability to police 
donor  while the level of tasks and works conformity with the result achieved and the conformity 
between policy and tasks implementation and work in general are in accordance with the provisions 
set. It can be seen that the level of productivity is quite high. To improve the pervormance it is 
needed to carry out and educational training and the apparatus should have high consciousness in 
understanding their tasks, functions and the area cirmutance which wstablish programs an policy 
direction. 
Keyword: Performance, Productivity, Service Quality Respon, Acuntability. 
 
Dalam rangka menata pemerintahan 
yang baik di Negara Republik Indonesia, serta 
tantangan persaingan global, maka 
dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Melalui peraturan ini pemerintah pusat 
memberikan kewenangan yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab kepada daerah secara 
proporsional, yang diwujudkan dengan 
pengaturan, pembagian dan pemanfaatan 
sumber daya nasional, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, sesuai dengan 
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 
potensi dan keanekaragaman daerah yang 
dilaksanakan dalam rangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
Kabupaten Poso merupakan salah satu 
daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang 
harus melakukan perubahan dalam menata 
pemerintahan untuk membangun kembali 
daerahnya. Upaya tersebut ditujukan untuk 
menghadapi tantangan global yang cukup 
berat dan bersaing dengan daerah-daerah lain. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso berusaha 
untuk memacu ketertinggalan ini, agar 
Kabupaten Poso bisa sejajar dengan daerah-
daerah lain. Salah satu upaya yang harus 
dilakukan adalah menarik investor dari dalam 
maupun luar negeri, untuk membantu proses 
pemulihan dan pelaksanaan pembangunan 
agar investasi yang dibangun di Poso dapat 
bermanfaat bagi kemaslahatan rakyat pada 
umumnya. 
Selain upaya di bidang investasi, 
pemerintah juga menjalankan program 
peningkatan kinerja bagi semua aparatur 
pemerintah di daerah. Ini dimaksudkan untuk 
menumbuhkan semangat kerja dan 
produktifitas di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Poso. Penataan 
kelembagaan serta peningkatan sumber daya 
manusia aparatur menjadi prioritas yang harus 
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dilaksanakan untuk mencapai pemerintahan 
yang baik (Good Governance).  
Untuk mencapai tujuan tersebut maka 
perlu peningkatan kinerja bagi pegawai negeri 
sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
sebagai aparatur pemerintah. Peningkatan 
kinerja yang dimaksudkan adalah yang merata 
di semua instansi Dinas, Badan maupun yang 
berada di Kecamatan dan Kelurahan serta 
desa. 
Kinerja menurut Mangkunegara (2005: 
67) mengatakan “Kinerja adalah hasil kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya.” Kinerja organisiasi 
menurut Ghost dan mukherjee (2006:1) 
mengungkapkan:  
“Corporate performance is the final result of 
all activities. In evaluating performance the 
emphasis is on assessing the current behavior 
of the organization in respect to its efficiency 
and effectiveness. The appropriate 
performance measurement tool should be: 
Relevant to the strategic goals of the 
organization and accountable to the 
individuals concerned, focus on measurable 
outputs, verifiable.” 
Agus Dwi Yanto (2008: 49) 
mengemukakan bahwa untuk mengukur 
kinerja organisasi publik cukuplah sulit 
karena bersifat multidimensional dimana 
stackholder memiliki kepentingan berbeda-
beda sesuai kebutuhan mereka masing-
masing. Beberapa indikator yang biasanya 
digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi 
publik menurut Agus Dwi yanto indikator-
indikator atau kriteria kinerja organisasi 
publik adalah produktivitas, kualitas layanan, 
responsivitas, dan akuntabilitas. Sejalan 
dengan itu, salah satu bagian unsur 
pemerintahan yang perlu meningkatkan 
kinerja organisasinya adalah Kantor 
Kecamatan Poso Pesisir Utara. Dimana Poso 
Pesisir Utara adalah salah satu daerah 
pemekaran Kecamatan yang berada di Poso 
Pesisir. Oleh karena itu perlu ada pembenahan 
serta peningkatan kerja aparatur pegawai di 
Lingkungan untuk menjadikan daya saing 
lembaga dengan kecamatan lainnya yang 
telah berdiri selama ini. Kinerja yang buruk 
akan berdampak pada buruknya hasil kerja 
yang telah ditetapkan.  
Dampak dari kinerja yang buruk 
tersebut akan mengakibatkan target yang telah 
di tentukan kurang maksimal serta rencana 
program kegiatan yang dilaksanakan pada 
Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara akan 
berakibat pada tidak tercapainya secara 
maksimal. Dalam menjalankan kinerja 
organisasi dapat dikatakan bahwa kinerja 
kantor kecamatan poso pesisir utara belum 
maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar 
pencapaian kinerja 100% belum tercapai. 
Pada tahun 2012 target yang diperoleh masih 
sekitar 20% sampai dengan 75%. Sedangkan 
pada tahun 2013 baru sekitar 29% sampai 
75%. Pada bidang-bidang pelayanan 
administrasi kepada masyarakat ada beberapa 
hal yang belum maksimal dilaksanakan 
misalnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk. 
Akte kelahiran, Surat Keterangan Penyerahan 
Tanah dan bentuk administrasi lainnya 
(Sumber: Kantor Kecamatan Poso Pesisir 
Utara diolah kembali). 
Peningkatan kinerja sangat dibutuhkan 
kemauan yang tinggi dalam setiap kegiatan 
usaha baik kerjasama untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan 
adalah sesuatu keberhasilan yang dimiliki 
baik secara kelembagaan maupun individu. 
Tapi sebaliknya dengan para pegawai yang 
memiliki kemauan dan kemampuan kerja 
yang rendah akan mendapatkan kesulitan 
pada saat terjadinya kesukaran dan kesulitan 
dalam melaksanakan tugas. Pegawai akan 
mudah menyerah pada keadaan dari pada 
berusaha untuk mengatasi kesukaran dan 
kesulitan tersebut sehingga akan berimplikasi 
pada kinerja organisasi. 
Peningkatan kinerja memiliki peranan 
yang sangat penting yang harus dilakukan 
pada Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara 
Kabupaten Poso dalam menyelesaikan tugas 
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dan tanggung jawab yang diemban oleh para 
pegawai. Peningkatan kinerja ini bukanlah 
mucul begitu saja, namun hal itu muncul 
karena adanya kegiatan dan kebijakan 
pimpinan. Keadaan ini tentu disadari bahwa 
tiap-tiap pegawai mempunyai kebutuhan-
kebutuhan dan harapan yang berbeda, 
sehingga peranan pimpinan itu sangat penting 
untuk diperhitungkan dalam rangka 
terciptanya hasil kerja yang optimal. Selain 
itu, upaya peningkatan kinerja merupakan 
keadaan dalam pribadi seseorang tertentu 
guna mencapai suatu tujuan. Berarti dalam hal 
ini seorang pemimpin sangat berperan 
membangkitkan dan mendorong seorang 
pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang 
mengarah pada pencapaian tujuan. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti 
tertarik mengangkat judul penelitian tentang 
“Kinerja Kantor Kecamatan dalam pelayanan 
administrasi di Poso Pesisir Utara Kabupaten 
Poso”.     
 
METODE 
 
Metode yang digunakan adalah desain 
kualitatif pendekatan deskriptif. Lokasi 
penelitian berada di Kantor Kecamatan Poso 
Pesisir Utara Kabupten Poso, kemudian 
teknik pengumpulan data melalui studi 
pustaka dan studi lapangan yang terbagi 
dalam dua bagian yaitu melalui observasi dan 
wawancara. Informan terdiri dari 11 orang 
yang dipilih dengan cara pruposive. teknik 
analisis data dimulai dengan tahap 
editing,katagorisasi, interprets dan menarik 
atau merumuskan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kajian tentang kinerja kantor kecamatan 
khususnya Kecamatan Poso Pesisir Utara 
dengan peran yang diembannya memiliki nilai 
yang strategis, sehingga informasi tentang 
kinerja organisasi ini menjadi penting untuk 
diketahui. Untuk melakukan penilaian 
terhadap kinerja suatu organisasi, maka 
diperlukan indikator baik pada tataran ini 
indikator menggambarkan tingkat pencapaian 
atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam 
konteks perencanaan, pelaksanaan maupun 
setelah kegiatan selesai. Oleh sebab itu 
adapun indikator kinerja dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
 
Produktivitas 
Produktivitas diukur dari kesesuaian 
antara kebijakan dengan pelaksanaan tugas 
dan pekerjaan dan pelaksanaan tugas dan 
pekerjaan dengan hasil yang dicapai. 
Produktivitas dilihat dari kesesuaian 
kebijakan dengan tugas dan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh masing-masing seksi di 
Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara seperti 
yang dikemukakan oleh Kasi Pelayanan 
Umum-Salmina Mohimpi,SP sebagai berikut: 
“Pada dasarnya kebijakan yang dilaksanakan 
oleh pimpinan sudah sesuai dengan tugas dan 
pekerjaan kami, tetapi ada kebijakan yang 
bukan bidang tugas kami yang harus 
dilaksanakan karena sudah merupakan 
prioritas sehingga kami harus melaksanakan 
sehingga hal tersebut mempengaruhi 
pelaksanaan tugas dan pekerjaan kami 
sendiri, apalagi pekerjaan kami juga 
mendesak untuk segera diselaikan. 
(Wawancara 21 November 2014)” 
Kasi pelayanan umum yang berhadapan 
langsung dengan masyarakat harus 
berkonsentrasi pada pekerjaannya. 
Masyarakat yang membututuhkan Surat 
Keterangan seperti Surat Pengantar Akte 
Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan juga 
Kartu Keluarga harus mendapatkan pelayanan 
secara langsung hari itu juga. Karena Kantor 
Kecamatan Poso Pesisir Utara merupakan 
organisasi yang termasuk melayani 
masyarakat walaupun dalam skala yang kecil. 
Keadaan di atas dapat mengganggu tugas dan 
pekerjaan Kasi Pelayanan Umum yang 
dituntut memberikan pelayanan yang 
maksimal tetapi karena kebijakan dari 
pimpinan harus dilaksanakan sebagai bentuk 
dari loyalitas. Permasalahan yang timbal, staf 
25 e-Jurnal Katalogis, Volume 3  Nomor 2, Pebruari 2015  hlm 22-34                                                  ISSN: 2302-2019 
 
 
tidak berwenang untuk menyelesaikan 
sehingga pelayanan masyarakat dapat 
terganggu. Demikian halnya yang 
diungkapkan oleh Sekretaris Kecamatan Poso 
Pesisir Utara-Herry Menono,S.Sos sebagai 
berikut:  
“Kebijakan yang diambil oleh pimpinan 
bukan kaitannya sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi tetapi lebih kepada kebijakan yang 
bersifat membantu tugas dan pekerjaan salah 
satu kasi sehingga tidak menyimpang dari 
ketentuan yang sudah ditetapkan. 
(Wawancara 21 November 2014)” 
Sesuai uraian tersebut dijelaskan bahwa 
kebijakan yang diambil tidak akan 
menyimpang dari tugas pokok dan fungsi staf 
yang akan bisa mempengaruhi tujuan dari 
organisasi Kantor Kecamatan Poso Pesisir 
Utara. Kebijakan yang diambil sifatnya hanya 
membantu tugas dan pekerjaan salah satu 
bagian sehingga akan memperlancar 
pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Poso 
Pesisir Utara sebagai satu kesatuan organisasi. 
Kebijakan yang diambil seharusnya memang 
tidak boleh bertentangan dengan tugas pokok 
dari masing-masing Seksi karena tugas dan 
pekerjaan sudah diatur oleh peraturan yang 
ada. Kebijakan yang diambil seharusnya 
membuat tugas pekerjaan menjadi lancar dan 
menambah motivasi bagi pegawainya dan 
meningkatkan kemampuan dari pegawainya. 
Hal ini dikemukakan oleh Kasi Kesejahteraan 
Rakyat- Himam,SH sebagai berikut:  
“Di dalam melaksanakan tugas dan 
pekerjaan yang sifatnya memerlukan kajian 
khusus, pimpinan mengambil kebijakan 
melaksanakan koordinasi dengan pihak 
terkait. Sebagai contohnya pembuatannya 
penelitan berkas lamaran calon perangkat 
desa. Kaitannya dengan penelitian ijazah 
pimpinan melaksanakan koordinasi dengan 
Dinas Pendidikan dan kaitannya dengan 
Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
(SKCK) pimpinan melaksanakan kooordinasi 
dengan Kepolisian setempat sehingga 
dikemudian hari tidak terjadi permasalahan. 
(Wawancara 21 November 2014” 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
responden dan hasil pengamatan lapangan 
dapat dilihat bahwa Kebijakan yang diambil 
pimpinan tidak bertentangan dengan tugas 
dan pekerjaan masing-masing unsur 
pelaksana di Kantor Kecamatan Poso Pesisir 
Utara. Kebijakan yang diambil memperlancar 
tugas dan pekerjaan dan juga memberikan 
pembelajaran dan pengalaman kepada 
masing-masing unsur di Kantor Kecamatan 
Poso Pesisir Utara. 
Sehubungan dengan hal tersebut, 
kebijakan yang diambil harus benar-benar 
sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak 
menyimpang dari ketentuan yang ada serta 
memberikan dampak yang dapat 
meminimalkan segala permasalahan yang 
kemungkinan timbal dari pengaruh kebijakan 
yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya 
menurut staf Kepala Seksi Ekonomi dan 
Pembangunan Ilham Yunus, SE sebagai 
berikut:  
“Kegiatan pembangunan di desa harus 
berdasarkan pada skala prioritas dan melihat 
kesiapan dari warga masyarakat dan juga 
harus mengedapankan azas manfaat yang 
diperoleh untuk masyarakat. Di dalam 
mengusulkan kegiatan pembangunan kami 
juga melihat seberapa besar masyarakat 
memperoleh manfaat dari kegiatan 
pembangunan tersebut. (Wawancara 21 
November 2014)” 
Dilihat dari hasil wawancara tersebut 
bahwa di dalam melaksanakan pembangunan 
Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara sudah 
memperhatikan pemerataan dalam 
melaksanakan program-program kegiatan 
pembangunan di wilayahnya serta seberapa 
besar masyakat mendapatkan manfaat dari 
kegiatan pembangunan tersebut. 
Di dalam melaksanakan tugas, 
diperlukan pemahaman yang mendalam 
sehingga hasil yang dicapai dapat optimal dan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Organisasi Kantor Kecamatan Poso Pesisir 
Utara senantiasa berusaha memahami 
pekerjaan yang dilaksanakan. Untuk 
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meminimalisir kesalahan melaksanakan 
koordinasi dengan pimpinan sehingga hasil 
yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan. Pegawai yang kurang 
mengerti dan memahami tugas yang diberikan 
dan tidak mau berkoordinasi dengan pimpinan 
tugas dan pekerjaan dapat terhambat dan 
membutuhkan waktu lagi untuk 
menyelesaikannya sehingga dapat 
mempengaruhi pelaksanaan tugas dan 
pekerjaan yang lain. Disamping hal tersebut 
diperlukan kecermatan dan ketelatenan dalam 
melaksanakan tugas dan pekerjaan sehingga 
dapat terselesaikan dengan dengan baik dan 
tepat waktu. 
Di dalam melaksanakan pembangunan 
Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara sudah 
memperhatikan pemerataan dalam 
melaksanakan program-program kegiatan 
pembangunan di wilayahnya serta seberapa 
besar masyarakat mendapatkan manfaat dari 
kegiatan pembangunan tersebut. Seperti yang 
diungkapkan oleh Camat Poso Pesisir Utara - 
I Wayan Susanto,SSTP sebagai berikut:  
“Di dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat 
Kabupaten kita senantiasa memperjuangkan 
apa yang menjadi usulan-usulan dari 
masyarakat yang kita peroleh dari 
masyarakat baik melalui Musrenbang tingkat 
desa maupun Musrenbang tingkat Kecamatan 
dan mengambil skala prioritas di tingkat 
kecamatan. Disamping itu, setelah 
dilaksanakan proses di dalam musrenbang 
tingkat Kabupaten dari usulan skala prioritas 
tersebut diakomodasi oleh tingkat Kabupaten 
dan direalisasikan melalui proyek- proyek di 
tingkat Kecamatan. (Wawancara 21 
November 2014)” 
Dari wawancara tersebut dapat 
diketahui bahwa usulan skala prioritas dari 
masyarakat yang ditetapkan dalam 
musrenbang Tingkat Kecamatan telah di 
realisasikan melalui Musrenbang Tingkat 
Kabupaten sehingga keinginan dari 
masyarakat tingkat bahwa sudah 
terakomodasi dan terealisasikan melalui 
proyek tingkat kecamatan sehingga 
masyarakat secara langsung dapat merasakan 
manfaatnya. 
 
Kualitas Layanan 
Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan ternyata pedoman untuk 
melaksanakan pelayanan menggunakan teori 
pelayanan publik. Di dalam pemberian 
layanan publik, Kantor Kecamatan Poso 
Pesisir Utara Kabupaten Poso berpedoman 
pada 5 (lima) aspek yaitu: 
1. Bukti Nyata yaitu meliputi fasilitas fisik, 
perlengkapan, pegawai dan sarana 
komunikasi. Mengukur kualitas pelayanan 
sebuah organisasi apalagi jika pelayanan 
yang diberikan berupa fisik, maka salah 
satu aspek penting yang harus ditampilkan 
atau diwujudkan adalah adanya 
penampilan fisik berupa sarana dan 
prasarana yang mendukung pelaksanaan 
pelayanan tersebut.  
Dari hasil wawancara dengan Bapak 
H. Nuhung dan Bapak Samudji. Bapak 
Alimuddin sebagai salah satu masyarakat 
biasa mengatakan bahwa:  
“Mengenai kondisi ruang pelayanan serta 
fasilitas sarana dan prasarana yang ada di 
Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara 
sudah cukup baik tetapi dalam hal ini tidak 
ada perkembangan sarana dan 
prasarananya. Harusnya setiap pergantian 
camat ada sarana dan prasarana yang 
diganti bila sudah tidak layak pakai 
maupun pertambahan sarana dan 
prasarana yang baru agar dapat 
menunjang peningkatan kualitas 
pelayanan. (Wawancara, 22 November 
2014)”  
Secara keseluruhan dari hasil 
wawancara dan dari hasil pengamatan, 
bahwa di Kantor Kecamatan Poso Pesisir 
Utara mulai dari kondisi ruang pelayanan, 
penyediaan sarana dan prasarana yang 
dipakai oleh aparat sehari-hari belum 
cukup baik dan belum memadai. Sarana 
dan prasarana yang ada juga masih kurang. 
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Contohnya tidak tersedianya ruang tunggu 
bagi masyarakat. 
Menyangkut kepegawaian di Kantor 
Kecamatan Poso Pesisir Utara, 
kedisiplinan para pegawai masih sangat 
rendah dalam hal ini adalah menyangkut 
jam masuk kantor. Dari hasil pengamatan, 
ada beberapa pegawai yang ditemukan 
masuk kantor jam 10.00 dan jam 11.00 
siang. Hal ini dapat menyebabkan 
terhambatnya pengurusan pelayanan. 
2. Kehandalan yaitu kemampuan dalam 
memberikan pelayanan dengan segera dan 
memuaskan serta sesuai dengan yang 
dijanjikan. Nawawi dan Hadari (2005:121) 
menjelaskan bahwa keterampilan, keahlian 
dan kemampuan harus dimiliki oleh 
aparatur dalam mencapai misi suatu 
organisasi yaitu bukan saja keterampilan 
teknis dalam mengisi suatu pekerjaan 
tetapi juga aparatur memiliki hubungan 
manusiawi (human skill) harus jelas 
manifestasinya sesuai dengan lapangan 
pekerjaan/ jabatan memerlukannya, 
terutama untuk suatu pekerjaan yang 
banyak berkomunikasi/berinteraksi 
langsung dengan orang lain, baik di dalam 
maupun diluar organisasi. 
Dalam hal pemberian pelayanan 
dengan segera dan memuaskan, para aparat 
Kecamatan belum memenuhi harapan 
masyarakat, seperti yang dikemukakan 
oleh Bapak Alimuddin, bahwa: 
“Pendataan tiap tahun para pegawai 
masih kurang profesional. Contohnya yang 
meninggal tidak dimasukkan dalam 
perubahan begitu juga dengan yang lahir. 
Alasannya tidak ada yang melapor 
padahal itu semua sudah dilaporkan ke 
pihak Kecamatan. (Wawancara, 22 
November 2014).” 
3. Daya tanggap yaitu keinginan para staf 
untuk membantu masyarakat dan 
memberikan pelayanan dengan tanggap. 
Daya tanggap yang diperlihatkan oleh 
pegawai atau petugas yang memberikan 
pelayanan kepada masyarakat merupakan 
salah satu aspek penting dalam 
memberikan kepuasan kepada masyarakat 
yang dilayani. Prosedur pelayanan yang 
harus dilalui setiap orang yang 
membutuhkan pelayanan pada instansi ini 
sebenarnya cukup mudah dan sederhana, 
tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
dilaksanakan baik oleh masyarakat yang 
dilayani maupun petugas yang 
memberikan pelayanan. 
Mengenai prosedur pelayanan untuk 
mengurus administrasi kependudukan 
maupun surat keterangan tidak berbelit-
belit. Tahapan-tahapan yang dilalui harus 
dari tingkatan paling bawah sampai pada 
tingkatan paling atas. Bapak Alimuddin 
mengatakan, bahwa:  
“Prosedur pelayanan  sederhana dan 
dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 
Petugas juga bersungguh-sungguh dalam 
memberikan pelayanan. (Wawancara, 22 
November 2014).” 
Hal serupa juga dikemukakan oleh 
Bapak H. Nuhung, bahwa:  
“Tahapan pelayanan sederhana dan tidak 
berbelit-belit. Jika pak Camat tidak ada di 
kantor, surat pengurusan yang mau 
ditandatangani dapat dititip di pegawai 
ataupun kita juga bisa menunggu sampai 
pak Camat datang. (Wawancara, 22 
November 2014)” 
Berkaitan dengan penilaian atau 
persepsi masyarakat, petugas cukup 
tanggap terhadap keluhan-keluhan atau 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam 
pelaksanaan pelayanan pemerintahan. 
4. Kepastian, dalam hal sifat dapat dipercaya, 
para petugas dalam memberikan pelayanan 
telah selesai tepat waktu sesuai yang 
dijanjikan. Proses pelayanan yang 
dilaksanakan di Kantor Kecamatan Poso 
Pesisir Utara sebenarnya tidak 
membutuhkan waktu lama dengan kata 
lain hanya hitungan menit atau jam 
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat 
dapat diselesaikan. Pelaksanaan pelayanan 
di Kantor Kecamatan pada umumnya 
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hanya bersifat pelayanan singkat seperti 
pelayanan pemberian surat keterangan atau 
surat pengantar. Begitu juga dalam 
penyelesaian pelayanan biasanya 
pelayanan di Kantor Kecamatan hanya 
merupakan “pintu depan” sementara 
penyelesaian pelayanan sesuai kepentingan 
masyarakat biasanya masih berlanjut pada 
instansi lainnya. 
Dalam pemberian pelayanan kepada 
masyarakat, para aparat kecamatan juga 
selalu bersifat sopan dan ramah. Bukan 
hanya dalam jam kerja ataupun hanya di 
dalam lingkungan kantor, tetapi di luar 
kantor juga para aparat menunjukkan sikap 
yang sama. Seperti yang dikemukakan oleh 
Bapak Samudji, selaku warga masyarakat 
bahwa:  
“Para petugas di Kecamatan selalu 
menunjukkan sikap sopan dan ramah. 
Mayarakat yang datang ke sana selalu 
disapa terlebih dahulu. Bahkan bukan 
hanya di lingkup Kantor Kecamatan, kalau 
ketemu di jalan pasti disapa duluan. 
(Wawancara, 22 November 2014).” 
5. Empati yaitu meliputi kemudahan dalam 
melakukan hubungan, komunikasi yang 
baik dan perhatian dengan tulus terhadap 
kebutuhan pelanggan. Dalam pelaksanaan 
pelayanan pada dasarnya lebih tertuju pada 
aspek manusia dalam organisasi, yaitu 
sikap dan perilaku yang ditampilkan 
petugas dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat.  
Perhatian petugas pemberi pelayanan 
sebenarnya sangat diperlukan oleh 
masyarakat, karena seringkali ditemui 
warga masyarakat yang datang ke Kantor 
Kecamatan untuk mengurus sesuatu, 
namun karena mereka tidak mengetahui 
prosedur pelayanan sehingga sering terjadi 
mereka tidak melanjutkan pengurusan atau 
sering mempercayakan kepada orang lain 
untuk mengurus kepentingannya. Tidak 
sedikit juga masyarakat yang merasakan 
kejenuhan dan kebosanan dalam mengurus 
karena diakibatkan mereka bolak balik ke 
Kantor Kecamatan karena tidak 
mengetahui prosedur pengurusan. Hal ini 
seperti yang dikemukakan oleh Bapak 
Alimuddin, bahwa:  
“Masih ada beberapa masyarakat yang 
belum mengetahui mengenai persyaratan 
pengurusan di Kantor Kecamatan. 
Seharusnya tiap desa mensosialisasikan 
hal ini supaya masyarakat mengetahui, 
karena jangan sampai masyarakat tiba di 
Kantor Kecamatan barulah dijelaskan 
mengenai persyaratan pengurusan. Hal ini 
yang dapat mengakibatkan lamanya 
pengurusan dan kejenuhan masyarakat 
untuk mengurus administrasi maupun 
surat keterangan. (Wawancara, 22 
November 2014).” 
Antara aparatur pemerintah 
Kecamatan dengan warganya seharusnya 
tercipta suatu hubungan komunikasi baik 
formal maupun informal dalam suasana 
kekeluargaan. Hal itu penting untuk 
mengurangi jarak atau kesenjangan 
komunikasi yang seringkali membatasi 
diantara mereka.  Selain itu, hubungan 
komunikasi yang baik dan lancar dapat 
pula melancarkan pelaksanaan tugas-tugas 
dan fungsi pelayanan pemerintah 
Kecamatan kepada warga masyarakat. 
Dalam hubungan komunikasi juga perlu 
dikedepankan saling keterbukaan antar 
aparatur Kecamatan dengan warga 
masyarakatnya. 
 
Responsivitas 
Responsivitas diukur tingkat Kepekaan 
tugas pekerjaan dengan hasil yang dicapai, 
dan prioritas terhadap tugas dan pekerjaan 
yang mendesak serta kesesuaian dengan 
kebutuhan masyarakat. Dari hal tersebut dapat 
dilihat bahwa pemahaman tugas dan 
pekerjaan masih kurang sehingga perlu 
meminta arahan dari pimpinan. Pemahaman 
aparat terhadap apa yang menjadi beban 
tugasnya dapat seperti dikemukakan oleh 
Camat Poso Pesisir Utara-I Wayan 
Susanto,STTP sebagai berikut:  
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“Pemahaman tugas-tugas yang diberikan 
relatif masih kurang sehingga sering 
menimbulkan keterlambatan dalam 
penyelesaian suatu masalah/ pekerjaan. Cara 
mengatasinya antara lain dengan 
melaksanakan briefing setiap hari Senin 
walaupun hanya 15 menit. Tujuannya untuk 
mengetahui tugas-tugas pekerjaan yang 
belum selesai dan merupakan mekanisme 
kontrol yang tepat. (Wawancara, 21 
November 2014).” 
Dari wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa tingkat pemahaman terhadap tugas dan 
pekerjaan di Kantor Kecamatan Poso Pesisir 
Utara masih kurang. Hal tersebut erat 
kaitannya dengan, misi, visi, tujuan organisasi 
serta fungsi dari Kantor Kecamatan Poso 
Pesisir Utara sebagai unsur pelaksana yang 
merupakan kepanjangan tangan dari Bupati 
Poso dalam menyelenggarakan tugas-tugas 
pemerintahan, administrasi, organisasi, dan 
tata laksana serta memberikan pelayanan 
kepada seluruh masyarakat di wilayah 
Kecamatan Poso Pesisir Utara.  Kondisi ini 
menunjukkan bahwa untuk pemahaman 
terhadap tugas dan pekerjaan merupakan 
salah satu aspek yang dilihat dalam mengukur 
responsivitas.  
Adapun jangka waktu penyelesaian 
laporan kependudukan dapat diselesaikan 
selama satu hari sampai dua hari. Hal ini 
tergantung pada laporan dari Kepala Desa. 
Apabila sampai dengan tanggal 10 pada bulan 
bersangkutan belum masuk, maka Kantor 
Kecamatan Poso Pesisir Utara perlu akan 
mengalami keterlambatan membuat laporan 
dimaksud. 
Hasil wawancara dengan staf Seksi 
Pemerintahan-Yekius Taona,SH  sebagai 
berikut:  
“Jangka waktu penyelesaian laporan 
kependudukan yaitu satu sampai dua hari 
kalau laporan sampai dengan tanggal 10 
belum masuk, maka kami akan mengalami 
keterlambatan dalam membuat laporan 
kependudukan dan sehingga laporan ke 
tingkat Kabupaten akan mengalami 
keterlambatan juga (Wawancara, 21 
November 2014).” 
Dari hasil wawancara tersebut dapat 
dilihat bahwa harus ada tingkat kepekaan dari 
pelaksana tugas sehingga pekerjaan pekerjaan 
yang sudah direncanakan akan terselesaiakan 
tepat. Pemahaman tugas dan pekerjaan 
khususnya dalam aspek tersebut, terlihat 
bahwa laporan-laporan yang dilaksanakan 
tidak boleh melebihi tanggal 10 setiap 
bulannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
untuk pemahaman terhadap tugas dan 
pekerjaan merupakan salah satu aspek yang 
dilihat dalam mengukur responsivitas. 
Adapun jangka waktu penyelesaian laporan 
kependudukan dapat diselesai selama satu 
hari sampai dua hari. Hal ini tergantung pada 
laporan dari Kepala Desa. Apabila sampai 
dengan tanggal 10 pada bulan bersangkutan 
belum masuk, maka Kantor Kecamatan Poso 
Pesisir Utara perlu akan mengalami 
keterlambatan membuat laporan dimaksud. 
Pegawai di Kecamatan Poso Pesisir 
Utara di dalam tugas dan pekerjaannya telah 
terprogram dan dalam pelaksanaannya juga 
sesuai prosedur yang telah ditetapkan atau 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil 
pekerjaan juga telah di dokumenkan sehingga 
dapat menjadi acuan untuk tugas dan 
pekerjaan yang akan datang. Pekerjaan yang 
sifatnya insidentil/mendadak dan terfokus 
pada suatu bidang menjadi pekerjaan satu 
organisasi bukan lagi perseorangan. Hasil 
Wawancara dengan Kasi Ekonomi 
Pembangunan Ilham Yunus, SE sebagai 
berikut:  
“Pada saat tertentu, misalnya ada pemilihan 
Kepala Desa tanpa diminta kami membantu 
persiapan kaitan dengan Pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa yang menjadi 
tanggungjawab Kasi Pemerintahan, demikian 
juga pada saat ada Musrenbang Kasi 
Pemerintahan membantu mempersiapkan 
Musrenbang walaupun tanggungjawab tetap 
ada pada kami (Wawancara, 21 November 
2014)” 
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Dilihat dari wawancara tersebut diatas 
bahwa organisasi Kecamatan Poso Pesisir 
Utara dalam melaksanakan tugas dan 
pekerjaan untuk mencapai visi dan misinya 
tidak bersifat perseorangan atau 
mengandalkan kemampuan masing-masing 
individu tetapi merupakan satu kesatuan dari 
Organisasi Kantor Kecamatan Poso Pesisir 
Utara. Kemampuan dari masing-masing 
bidang yang mungkin kurang akan tertutupi 
oleh bidang yang lain karena baik dan 
buruknya kinerja Kantor Kecamatan Poso 
Pesisir Utara bukan karena individu masing-
masing bidang tapi karena kerjasama dari 
unsur-unsur di masing-masing bidang 
tersebut. Disamping hal tersebut juga akan 
lebih menumbuhkan rasa kebersamaan di 
Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara seperti 
yang diungkapkan oleh Camat Poso Pesisir 
Utara- I Wayan Susanto,STTP sebagai 
berikut:  
“Kami menumbuhkan rasa kebersamaan 
dengan melaksanakan tugas secara bersama-
sama, yang kemampuannya masih kurang 
dapat ditutupi oleh pegawai yang lain 
sehingga tugas dan pekerjaan yang 
dibebankan di masing-masing bidang akan 
terselesaikan (Wawancara, 21 November 
2014).” 
Selanjutnya responsivitas dilihat dari 
prioritas tugas dan pekerjaan dilihat dari hasil 
wawancara Staf Ekonomi Pembangunan - 
Ilham Yunus,SE sebagai berikut:  
“Beban tugas yang ada pada kami sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi yang telah 
ditetapkan dapat kita kerjakan dengan tepat 
waktu, tetapi apabila ada pekerjaan yang 
bersifat insidentil seperti Lomba Desa Sehat 
yang bukan merupakan tugas pokok kami 
tetapi kami diwajibkan untuk membantu 
pelaksanaannya akan menyebabkan 
pekerjaan kita sendiri belum dilaksanakan 
dan kita membutuhkan waktu yang lebih 
untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan kita 
(Wawancara, 21 November 2014).” 
 
Sesuai dengan hasil wawancara tersebut 
dapat dilihat bahwa pekerjaan yang prioritas 
dapat dilaksanakan oleh organisasi Kantor 
Kecamatan Poso Pesisir Utara walaupun 
merupakan tugas dari salah satu bidang tetapi 
bidang yang lain juga ikut membantu dan itu 
menyebabkan pekerjaan pokok dari bidang 
yang lain penyelesaiannya sedikit terhambat 
dan membutuhkan waktu dan tenaga dari 
bidang yang lain tersebut. Kondisi seperti 
tersebut diatas dapat menyebabkan salah satu 
bidang menjadi tergantung kepada bidang 
yang lain sehingga cenderung mengandalkan 
bantuan dari pegawai yang lain sehingga 
dampaknya salah satu bidang tersebut tidak 
akan maju walaupun secara umum yang 
dilihat adalah kinerja dari organisasi Kantor 
Kecamatan Poso Pesisir Utara. Dan dalam 
waktu yang cukup lama ketergantungan itu 
akan dapat menyebabkan tidak berfungsi 
secara maksimal salah satu bagian dari 
organisasi di Kantor Kecamatan Poso Pesisir 
Utara, seperti yang disampaikan oleh Kasi 
kesejahtraan rakyat- Himam,SH sebagai 
berikut:  
“Di dalam melaksanakan tugasnya masing-
masing seksi harus benar-benar dapat 
memahami tugas dan tanggung jawabnya 
masing-masing sehingga apa yangdikerjakan 
benar-benar sesuai dengan harapan dari 
pimpinan, dengan demikian pimpinan tidak 
perlu mengarahkan lagi secara khusus, tetapi 
hanya arahan umum saja. (Wawancara, 21 
November 2014).” 
Berdasarkan wawancara tersebut 
responsivitas diukur dari pemahaman 
terhadap tugas dan fungsi, Tingkat kepekaan 
terhadap tugas pekerjaan dapat menyebabkan 
masing-masing bagian mengerti dan 
memahami tugas masing-masing sehingga 
pekerjaan dapat berjalan secara optimal guna 
mencapi visi dan misi dari Kantor Kecamatan 
Poso Pesisir Utara pada khususya dan 
Kabupaten Poso pada umumnya. Selanjutnya 
berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan 
kegiatan dengan kebutuhan masyarkat dapat 
dilihat dari hasil wawancara dengan Kasi 
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Ekbang - Ilham Yunus, SE sebagai berikut: 
“Setiap tahun kita melaksanakan 
Musyarawah Rencana Pembangunan yang 
dimulai dari tingkat Desa yang hasilnya 
dibawa ke tingkat kecamatan yang 
selanjutnya dilaksanakan pada tingkat 
Kabupaten dan berjenjang sampai Provinsi 
dan Pusat apabila kegiatan didanai dari 
Provisinsi maupun pusat (Wawancara, 21 
November 2014).” 
Di dalam merencanakan pembangunan, 
Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara 
menggali aspirasi dari tingkat bawah yaitu 
dari pemerintah desa melalui Musyawarah 
Rencana Pembangunan tingkat Desa sehingga 
diketahui yang menjadi kebutuhan 
masyarakat. Ditambahkan pula oleh beliau 
bahwa: 
 “Tidak semua usulan dari masyarakat 
melalui Musrenbang dapat teralisasi karena 
banyaknya usulan yang ada dan terbentur 
anggaran. Kita sudah menyampaikan kepada 
masyarakat agar menyampaikan usulan 
berdasarkan skala prioritas dan menurut 
kebutuhan bukan keinginan tetapi memang 
tidak semua bisa terealiasi karena 
keterbatasan anggaran. (Wawancara, 21 
November 2014).” 
Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara 
telah memberikan pemahaman yang cukup 
kepada masyarakat bahwa usulan kegiatan 
dalam Musyawarah Rencana Pembangunan 
Tingkat Desa harus berdasarkan pada tingkat 
kebutuhan bukan berdasarkan pada keinginan 
tetapi tidak semua dapat terealisasi karena 
keterbatasan anggaran. Dalam menyelesaikan 
permasalahan tersebut diatas, harus ada 
upaya-upaya yang nyata sehingga 
pembangunan di wilayah Kecamatan Poso 
Pesisir Utara dapat terlaksanakan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Berikut ini 
wawancara dengan Camat Poso Pesisir Utara 
sebagai berikut:  
“Salah satu cara yang kami tempuh agar 
masyarakat dapat melaksanakan 
pembangunan adalah memberikan stimulan 
kepada masyarakat sehingga masyarakat 
tergerak hatinya untuk berswadaya 
melaksanakan pembangunan ditingkat desa 
tanpa tergantung dari pemerintah 
(Wawancara, 21 November 2014).” 
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat 
tidak hanya tergantung dari pemerintah 
memberikan secara langsung tetapi dapat 
melalui stimulan yang memotivasi 
masyarakat untuk kebutuhannya sendiri 
sehingga kesejahteraan masyarakat dapat 
tercapai dengan usahanya sendiri dan 
selanjutnya masyarakat sudah benar-benar 
sadar akan kebutuhannya sendiri untuk 
membangunan dan mengembangkan wilayah 
desanya. Dalam usulan tidak semua dapat 
teraliasi dikarenakan keterbatasan anggaran. 
Dari 17 % yang sudah terealiasi di dasarkan 
pada skala prioritas yang bersadarkan pada 
tingkat kebutuhan masyarakat. Disamping itu 
juga memperhatikan pemerataan sehingga 
pembangunan dapat mencakup seluruh 
wilayah di Kecamatan Poso Pesisir Utara. 
 
Akuntabilitas 
Keberhasilan pencapaian sasaran dan 
tujuan tidak terlepas pada Kantor Kecamatan 
Poso Pesisir Utara itu sendiri di dalam 
menetapkan satu cara melalui penetapan 
kebijakan, program dan kegiatan. Atas dasar 
itu semua di dalam pencapaian sasaran dan 
tujuan Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara 
melakukan berbagai upaya untuk 
melaksanakan pelimpahan yang diberikan 
oleh Bupati Poso sehingga pelaksanaan 
kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan di 
masing-masing bidang. Dalam menerapkan 
pelimpahan kewenangan dari Bupati tersebut, 
masih terkendala kenyataan yang ada 
dilapangan sebagaimana hasil wawancara 
dengan Camat Poso Pesisir Utara sebagai 
berikut:  
“Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor 
Kecamatan Poso Pesisir Utara belum 
semuanya dapat melaksanakan pelimpahan 
wewenang yang diberikan oleh Bupati Poso, 
karena dalam pelaksanaanya kita harus
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melihat kondisi nyata dilapangan seperi ijin 
galian golongan c skala kecil, dalam hal ini 
Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara tidak 
dapat menerbitkan ijin galian golongan c 
skala kecil karena tidak ada pemohon 
(Wawancara, 21 November 2014).” 
Pernyataan yang dikemukakan Camat 
tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan 
tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-
masing kasi belum sepenuhnya sesuai dengan 
pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh 
Bupati. Hal tersebut disadari bahwa 
kenyataan ada Kantor Kecamatan Poso Pesisir 
Utara tidak bisa menerapakan pelimpahan 
kewengangan tersebut karena harus melihat 
kondisi di wilayahnya. Hal tersebut juga 
diakui oleh Kasi Kesejahtraan Rakyat–
Himam,SH sebagai berikut:  
“Melihat kondisi wilayah yang ada 
Kecamatan kedawung tidak memungkingkan 
untuk dilaksanakan ijin galian golongan C 
skala kecil walaupun kita sudah 
mensosialisasikan kepada masyarakat 
kenyataan yang ada bahwa Pemerintah Desa 
melarang disebabkan obyek yang digunakan 
adalah sungai sehingga dapat menyebabkan 
tanah longsor. (Wawancara, 21 November 
2014).” 
Dari pernyataan tersebut di atas, 
menguatkan bahwa kondisi di lapangan 
merupakan salah satu aspek dalam 
menerapkan pelimpahan kewenangan dari 
Bupati. Walaupun aspek hukum merupakan 
acuan atau landasan yang sangat diperlukan 
oleh suatu organisasi dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya tetapi kenyataan 
dilapangan tidak mendukung hal tersebut. 
Sementara itu dalam upaya 
melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor 
Kecamatan Poso Pesisir Utara membuat 
program untuk pemenuhan target kegiatan 
salah satunya melalui melaksanakan 
sosialisasi kepada warga masyarakat 
kaitannya dengan Pembuatan KK dan KTP. 
Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara 
melaksanakan Pembinaan Administrasi di 
Pemerintah Desa setiap triwulan sekali 
sekaligus melaksanakan sosialisasi akan 
identitas kependudukan yaitu KK dan KTP. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
23 tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, disebutkan bahwa setiap 
warga negara harus memiliki identitas 
kependudukan yaitu KK dan KTP. Kantor 
Kecamatan Poso Pesisir Utara telah 
melaksanakan sosialisasi khususnya tentan 
KK dan KTP kepada warga masyarakat 
dengan mengundang kepala desa di masing-
masing desa untuk memenuhi target yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. 
Berdasarkan laporan KK dan KTP pada 
tahun 2014, dapat diketahui bahwa 
pembuatan KK sebesar 4801 buah dan KTP 
sebesar 11.279 buah Sedangkan target yang 
ditetapkan sesuai dengan surat dari Bupati 
Poso Nomor 470/245/11/2008 tanggal 28 
Januari 2008 bahwa target KK untuk 
Kecamatan Poso Pesisir Utara adalah 4500 
buah dan KTP adalah 11.000 buah. Sesuai 
dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
target pembuatan KK dan KTP di Kecamatan 
Poso Pesisir Utara telah sesuai yang 
diharapkan sehingga pelimpahan kewenangan 
dari Bupati Poso khususnya pembuatan KK 
dan KTP dapat dinyatakan berhasil. 
Keberhasilan dalam melaksanakan 
tugas dapat memacu motivasi dari para 
pegawai di Kantor Kecamatan Poso Pesisir 
Utara untuk lebih meningkatkan 
kemampuannya. Dalam hal ini diperlukan 
kontrol dan pengawasan dari pimpinan 
sehingga tugas dan pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh bawahan tetap sesuai 
dengan tugas dan kewajibannya sehingga 
program-program dari Kantor Kecamatan 
Poso Pesisir Utara akan terlaksana sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut 
pernyataan dari Camat Poso Pesisir Utara 
sebagai berikut:  
“Setiap bulan saya memerintahkan kepada 
staf untuk melaporkan pekerjaan yang telah 
dibuat selama satu bulan. Hal tersebut 
merupakan bentuk pengawasan sehingga 
pekerjaan staf menjadi terkontrol dan tidak 
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menyimpang dari tugas dan fungsi masing-
masing. (Wawancara, 21 November 2014).” 
Selanjutnya hasil wawancara dengan 
staf kaur keuangan Agus Indriyaddy 
Sawendro, ST sebagai berikut:  
“Pekerjaan yang telah kami laksanakan 
selalu kami laporkan setiap bulan dan untuk 
pekerjaan yang mendesak kami selesaikan 
dan hasilnya harus segera dilaporkan kami 
tidak harus menunggu satu bulan untuk 
melaporkannya. (Wawancara, 21 November 
2014).” 
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa 
masing-masing bidang telah menyadari 
bahwa tugas dan pekerjaan yang telah 
diselesaikan harus dipertanggungjawabkan 
kepada pemberi kebijakan karena hal tersebut 
merupakan salah bentuk loyalitas kepada 
pemberi kebijakan karena di dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya harus ada 
hubungan timbal balik antara pimpinan dan 
bawahan sehingga pekerjaan yang diberikan 
tidak menyimpang dari ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
Selanjutrnya berkaitan dengan hal 
tersebut di atas, pertanggungjawaban tidak 
hanya disampaikan kepada pemberi kebijakan 
tetapi harus dilaksanakan juga secara legal 
secara hukum dan juga kepada masyarkat, 
untuk mengetahui hal tersebut diatas berikut 
ini wawancara dengan Camat Poso Pesisir 
Utara sebagai berikut:  
“Berkaitan dengan pertanggung jawaban 
organisasi Kantor Kecamatan Poso Pesisir 
Utara kami menyampaikan secara insidentil 
yaitu setiap saat apabila ada hal-hal yang 
sangat mendesak dan penting dan juga setiap 
tahun melalui Laporan Tahunan Camat dan 
LKPJ kepada Pemberi Kebijakan yaitu 
Bupati Poso dan tidak melaporkannya kepada 
lembaga lain seperti DPRD atau kepada 
masyakarat. Yang memiliki kewenangan 
untuk menyampaikannya adalah Bupati Poso. 
(Wawancara, 21 November 2014).” 
Pertanggung jawaban dari Camat Poso 
Pesisir Utara hanya dilaporkan kepada 
pemberi kebijakan tidak kepada masyarakat 
maupun lembaga DPRD sehingga 
pertanggungjawaban kegiatan di organisasi 
Kecamatan Poso Pesisir Utara tidak dapat 
diketahui langsung oleh masyarakat maupun 
DPRD sebagai wakil dari masyarakat. 
 
KESIMPULAN 
 
Bahwa kinerja organisasi Kantor 
Kecamatan Poso Pesisir Utara adalah masih 
belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian 
beberapa indikator kinerja yang digunakan 
menunjukkan Produktifitas, dilihat dari 
kesesuaian pelaksanaan tugas dan pekerjaan 
dengan hasil yang dicapai dan kesesuaian 
antara kebijakan dengan pelaksanakan tugas 
dan pekerjaan pada umumnya sudah sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Kualitas pelayanan yang memiliki beberapa 
aspek menunjukan masih belum sesuai 
dengan harapan masyarakat. Responsivitas, 
ditinjau dari tingkat pemahaman terhadap 
tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan 
yang berlaku dan tingkat kepekaan 
menunjukan hasil yang dicapai belum 
maksimal. Akuntabilitas, dari konsistensi 
antara tugas dan fungsi masing-masing seksi 
dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara dan 
pertanggung jawabannya terhadap pemberi 
kebijakan masih rendah dikarenakan belum 
semua pekerjaan yang dapat dipertanggung 
jawabkan, sehingga dalam menangani 
masalah tersebut maka, perlunya pelaksanaan 
Diklat yang menyangkut hal-hal yang bersifat 
khusus sehingga pemahaman atas tugas dan 
fungsi yang diemban dapat membantu dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Kemudian dalam indikator kualitas layanan 
kantor Kecamatan Poso Pesisir Utara 
seyogyanya perlu meningkatkan sarana dan 
prasarana yang ada sehingga dengan begitu 
dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam 
pemberian pelayanan. Serta pemahaman dan 
kesadaran pentingnya pertanggung jawaban 
terhadap aturan yang ada harus dimiliki setiap 
aparatur.
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